BUPATI GARUT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5
TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN
DAN KEHUTANAN KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, andal
serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis
sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan
mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya
saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan
lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan,
Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut telah menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi organisasi perangkat daerah,
maka perlu dilakukan penyerasian terhadap susunan organisasi Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten
Garut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Garut.

Mengingat . 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



10.

11.

12.

14.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintahn Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
dan
BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN GARUT.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2009 Nomor 5), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Bab IV Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

Susunan organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian,
4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 6

(1) Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan, terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pemberdayaan Pelaku Utama, membawahkan:
1. Subbidang Pengembangan dan Kelembagaan Pelaku Utama; dan

2. Subbidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaku
Utama.
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d. Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha, membawahkan:
1. Subbidang Pengembangan Kemitraan Usaha; dan
2. Subbidang Pengembangan Nilai Tambah Usaha.
e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Penyuluh,
membawahkan:
1. Subbidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyuluh Aparatur; dan
2. Subbidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Penyuluh Non Aparatur.

f. Bidang Informasi, Teknologi dan Metodologi Penyuluhan, membawahkan:
1. Subbidang Pengembangan Informasi Penyuluhan; dan
2. Subbidang Penyebaran Teknologi dan Metodologi.

g. UPT,; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Ketentuan Bab VIII Pasal 10 dan Bab IX Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Bab dan
1 (satu) Pasal, yakni Bab VIII A dan Pasal 10 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII A
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10 A

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ada pada saat
mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sesuai Peraturan
Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sampai
dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 25 -1 - 2012

BUPATI GARUT,
ttd

ACENG H.M. FIKRI

Diundangkan di Garut
padatanggal 26 - 1 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,
ttd

IMAN ALIRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2012 NOMOR 11






